LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 21 TAHUN 2003 SERI A NOMOR 03

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 49 TAHUN 2002
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2003
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

. bahwa dengan adanya perubahan dan Penambahan Anggran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2003
dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Jambi
Nomor 49 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Jambi Tahun 2003;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 49 Tahun 2002
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun
2003;

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
44);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72).

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Motor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 565);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 202);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam  pelaksanaan
Dekonsentrasi dan tugas pembantu (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 203);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

14.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang
Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerabh;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1996;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerabh;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 18
September 1988;

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Systim Digit dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah



Menetapkan

24 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001 tentang Taknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-
produk Hukum Daerah;

25.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2002 tentang Program
Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2001 - 2005 (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 04);
26.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 25).
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 49 TAHUN 2002
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
JAMBI TAHUN ANGGARAN 2003.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah
otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Jambi.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Jambi.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Penerimaan Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam
periode tahun anggaran tertentu.

7. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam
periode tahun anggaran tertentu.

8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam
periode tahun anggaran tertentu yang telah menjadi hak daerah.

9. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam
periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.



BAB I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 2
Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun
Anggaran 2003 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 269.096.641.000,-

terdiri dari :

a. Pendapatan.

- Pendapatan............ Rp. 269.096.641.000,-
b. Belanja.
- Rutin............ Rp. 207.377.583.000,-

- Pembangunan..Rp. 61.719.085.000,-
Rp. 269.096.641.000,-

Pasal 3

(1) Ringkasan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I.

(2) Penggeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenan sesuai dengan
Peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

(3) Rincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum

dalam :

a. Lampiran Il : Pendapatan.

b. Lampiran IV  : Belanja Rutin.

c. LampiranV : Belanja Pembangunan.

Pasal 4
Peraturan Daerah ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 49 Tahun 2002
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun
Anggaran 2003.

BAB Il

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 22 Mei 2003.
WALIKOTA JAMBI

Dto

Drs. H. ARIFIEN MANAP, MM



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Nomor : 21 Tahun 2003.
Seri A Nomor 03
Tanggal : 26 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
Dto
Drs. H. HASAN BASRIAGUS, MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430004914
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